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MENURUT BMKG, fenomena La

Nina diperkirakan akan datang bersa-

maan dengan puncak musim hujan pada

Desember 2020 dan Januari 2021. Si-

tuasi yang menyebabkan kenaikan cu-

rah hujan mencapai lebih dari 300mm/-

bulan. Bahkan sampai bulan Maret 2021

masih akan ada di musim hujan. 

Dampak curah hujan mengakibatkan

terjadinya peningkatan kelembaban

serta peningkatan organisme peng-

ganggu tumbuhan (OPT) terutama pe-

nyakit. Pasalnya, intensitas penyinaran

turun. Bagi sektor pertanian, hal terse-

but menyebabkan peningkatan intensi-

tas serangan hama dan penyakit yang

akan mempengaruhi pendapatan usa-

hatani. 

Antisipasi dampak La Nina terhadap

produksi pertanian dilakukan dengan

upaya mitigasi dikarenakan produksi

pertanian baru masuk musim tanam ke

satu (MT I) periode Oktober 2020-Maret

2021. Penggunaan Aplikasi yang

berfungsi sebagai early warning system

dilakukan dengan memantau semua in-

formasi yang ada di BMKG. Di sisi budi-

daya, penggunaan benih tahan genang-

an seperti inpara 1 sampai 10, inpari 29,

inpari 30, ciherang sub 1, inpari 42 agri-

tan, dan varietas unggul lokal yang su-

dah teruji, sangat disarankan.

Petani dengan usaha taninya meru-

pakan profesi yang selalu bersinggung-

an dengan banyak kejadian. Seperti

musim hujan yang menyebabkan banjir

dan tanah longsor. Karenanya, infor-

masi mengenai prediksi pola hujan sa-

ngat penting bagi petani. 

Asuransi  Petani

Upaya pemerintah mengatasi per-

soalan bagi tanaman padi yang gagal

panen atau puso dengan menggelon-

torkan Asuransi Usaha Tani Padi

(AUTP). Dengan membayar premi Rp

36 ribu per hektare per musim, petani

yang sawahnya terkena bencana banjir

dan serangan organisme pengganggu

tumbuhan (OPT) dapat klaim (ganti) Rp

6 juta per hektare. Hingga 11 November

2020, pemerintah menurut Menkeu Sri

Mulyani telah menggelontorkan dana

sekitar Rp 128,53 miliar.  Rp.  116,3 mi-

liar untuk 807,8 ribu hektare sawah pa-

di yang masuk ke dalam asuransi

petani dan Rp 12,23 miliar untuk 76,46

ribu ekor sapi untuk peternak.

Disahkannya UU Nomor 19 Tahun

2012 tentang Perlindungan dan Pem-

berdayaan Petani memberikan amanat

kepada negara bahwa pemerintah

harus memberikan perlindungan dan

pemberdayaan kepada petani secara

terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Sebagaimana disebutkan pasal 37 ayat

(1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya berke-

wajiban melindungi usaha tani yang di-

lakukan oleh petani dalam

bentuk asuransi pertanian.

Asuransi sektor pertanian

diyakini sangat penting meng-

ingat pertanggungan risiko

oleh asuransi sangat berman-

faat bagi petani. Pasalnya,

asuransi  mampu menang-

gung risiko dari sisi ekonomi

dan psikologis. Dengan

asuransi,  petani akan lebih

percaya diri dan segera bang-

kit membenahi lahan pertani-

an bila terkena bencana.

Sehingga roda ekonomi pun

tetap jalan. 

ASEAN

Belajar dari pengalaman ne-

gara lain, melalui asuransi

pertanian ini, petani tidak perlu pusing

mengenai nasib lahannya dan risiko

lain yang kemungkinan dihadapi. Di ne-

gara ASEAN seperti Vietnam, asuransi

pertanian telah dimulai tahun 1982.

Bahkan 2010 hampir seluruh areal per-

tanian telah dicover asuransi. Awalnya,

pemerintah Vietnam tidak memberikan

subsidi premi bagi petani, tetapi pada

tahun 2012 pemerintah memberikan

subsidi premi dari 50%-100% tergan-

tung kondisi dan tipe petani. Untuk

petani miskin dan buruh tani yang sa-

ngat membutuhkan bantuan, subsidi

premi bisa mencapai 100%.

Kini, selain asuransi, pemerintah

menggelontorkan bantuan langsung tu-

nai untuk masyarakat perdesaan, khu-

susnya yang bekerja sebagai petani, bu-

ruh tani, nelayan, dan buruh nelayan.

Dari 8 juta masyarakat desa penerima

bantuan,  7,3 juta adalah petani, buruh

tani, nelayan, dan buruh nelayan. ❑

*) Opik Mahendra  SP MSc,

Kepala Seksi Bina Usaha, Dinas

Pertanian dan Perkebunan Prov Jateng

Mengelola La Nina pada Usaha Tani

Opik Mahendra

‘GeNose UGM’ siap dipasarkan

-- Dari Yogya, siap memutus mataran-

tai pandemi

***

Pembukaan sekolah perlu dikaji ulang

-- Jangan gegabah mempertaruhkan

tunas bangsa

***

Masa pandemi, guru perlu inovasi 

-- Solusi sebelum bisa membuka

sekolah kembali

SiLiLi Keren BKKBN
TERHITUNG sejak Rabu, 26 Agustus

2020, Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional telah meluncurkan

Aplikasi SiLiLi Keren BKKBN, yang meru-

pakan aplikasi untuk membangun Komuni-

kasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan

Penyuluh KB dan Kader Institusi Masya-

rakat Pedesaan (IMP) di seluruh Indonesia.

Aplikasi yang diresmikan penggunaannya

oleh Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto

Wardoyo SpOG (K) di Jakarta ini menjadi

ajang yang ideal untuk silaturahmi, berbagi

dan saling mengisi dalam rangka pengem-

bangan program Pembangunan Keluarga

Kependudukan dan Keluarga Berencana

(Bangga Kencana) di lini lapangan baik di

level Kapanewon/Kecamatan, Kalurahan/-

Desa, hingga Pedukuhan/RW atau ting-

katan yang lebih rendah (RT).

Melalui aplikasi yang memiliki fitur berita,

media, video, statistik, chating, aktivitas

hingga forum dan dapat diunduh melalui

Play Store ini, Penyuluh KB dan Kader IMP

di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai

Merauke, dari Talaud hingga Pulau Rote,

selain akan mendapatkan materi KIE dan

perkembangan program Bangga Kencana

dari BKKBN Pusat, juga dapat berbagi pe-

san, pengetahuan, wawasan dan penga-

laman lapangan dalam mengimplemen-

tasikan program Bangga Kencana dengan

sesama petugas lini lapangan. Sesuatu

yang sangat mustahil dilakukan di masa

lalu, sebelum ada perkembangan teknologi

informasi yang makin canggih.

Bayangkan, saat ini BKKBN memiliki se-

kitar 26 ribu Penyuluh KB baik ASN mau-

pun non ASN serta 482 ribu kader IMP di

tingkat Kalurahan/Desa dan Pedukuhan/-

RW. Bila kader IMP di tingkat RT digabung,

jumlahnya mencapai jutaan orang. Mem-

bangun komunikasi dengan mereka dalam

suatu waktu tentu tidak mungkin dilakukan

di masa lalu, sebelum teknologi informasi

berkembang pesat dan aplikasi SiLiLi

Keren BKKBN ini dibangun.

Dengan adanya SiLiLi Keren, petugas li-

ni lapangan dari lokasi terjauh pun dapat

menyampaikan pesan Bangga Kencana

kepada BKKBN Pusat yang akan sampai

dalam hitungan detik. Sedangkan BKKBN

Pusat pun dapat menyapa petugas lapang-

an dalam hitungan waktu yang sama. Dan

hebatnya, pesan itupun dapat diketahui

oleh Penyuluh KB atau Kader IMP lainnya

yang telah menjadi anggota di SiLiLi Keren

BKKBN ini.

Dengan demikian, aplikasi SiLiLi Keren

BKKBN menjadi jawaban atas banyaknya

kendala membangun komunikasi langsung

di era Pandemi Covid-19. Juga menjadi ja-

waban atas tantangan untuk memenuhi

hak-hak publik terhadap informasi yang be-

nar dan akurat terkait program Bangga

Kencana di saat jumlah Penyuluh KB terus

berkurang. Pengelola Program Bangga

Kencana dari Pusat hingga Daerah pun

akan mendapatkan informasi yang sama

dalam suatu waktu, sehingga bias informasi

dapat dihindari.

Sudah barang tentu, ke depan, aplikasi

SiLiLi Keren BKKBN harus merupakan apli-

kasi canggih dan kuat untuk menampung ti-

dak kurang dari 1,2 juta anggota di seluruh

Indonesia. Belum lagi mereka tentu setiap

harinya pasti akan terus berkomunikasi dan

berinteraksi serta mengunggah video dan

foto sebagai bukti eksistensi dan aktivitas

mereka. Sementara BKKBN tentu juga

akan terus mensuport materi penyuluhan

serta informasi lainnya agar diketahui oleh

petugas lini lapangan dan disebarluaskan

pada masyarakat. ❑

*) Drs Mardiya, Kepala Bidang

Pengendalian Penduduk Dinas PMD

Dalduk dan KB Kabupaten Kulonprogo.

Kebebasan Pers di Pengadilan
DALAM negara yang menganut fa-

ham demokrasi seperti Indonesia, kebe-

basan pers merupakan salah satu

syarat mutlak keberadaannya. Hanya

kebebasan bukan tidak tak terbatas.

Tetap ada batasan, ada rambu-rambu

etis yang membatasi. Dapat dikatakan,

etika dan kebebasan merupakan dua

sisi mata uang. Saling membutuhkan

dan saling melengkapi.

Insan pers yang dikenal sebagai

wartawan itu, beberapa waktu terakhir

ini sedikit resah. Mereka  mengeluh,

sulitnya mendapatkan berita di ling-

kungan badan peradilan, bahkan ke-

sulitan dalam mengikuti persidangan.

Dalam arti tidak ada kebebasan

memperoleh sumber berita termasuk

dalam upaya pengambilan gambar/-

photo untuk kelengkapan berita yang

akan ditulis. Karena sangat dibatasi

aparatur peradilan terutama hakim.

Perma

Sejatinya, para hakim sendiri tidak

berkehendak membatasi kerja war-

tawan. Hanya kini mereka sangat

terikat, harus mengikuti dan berpedo-

man Peraturan Mahkamah Agung

(Perma) No 5/2020 tertanggal 4 De-

sember 2020 tentang Protokol Per-

sidangan dan Keamanan di Ling-

kungan Pengadilan. Pasal 4 ayat (6)

Perma berbunyi : “Pengambilan pho-

to, rekaman audio dan/atau audio vi-

sual harus seizin hakim/ketua majelis

hakim yang bersangkutan yang di-

lakukan sebelum dimulainya persi-

dangan”. Aturan ini jelas tidak lagi

membuat wartawan bebas melak-

sanakan tugas liputan di lingkungan

pengadilan, termasuk dalam menen-

tukan angle gambar.

Bagi  wartawan Perma itu tidak se-

jalan dengan UU No 40 tahun 1999 ten-

tang Pers. UU ini menjamin  kebebasan

untuk menyebarkan informasi kepada

publik yang didukung UU No 14 tahun

2008 tentang Kebebasan Informasi

Publik. Perma itu sangat bertentangan

dengan prinsip persidangan yang terbu-

ka (transparan), yang di setiap persi-

dangan dibuka selalu didahului dengan

kata-kata “sidang dinyatakan dibuka

dan terbuka untuk umum”. 

Sebenarnya prinsip persidangan ter-

buka untuk umum, berarti  dipersi-

lakan siapapun boleh melihat/meng-

hadiri persidangan, merekam atau

meliput proses persidangan. Apalagi un-

tuk perkara-perkara yang menarik per-

hatian masyarakat. Bahkan peliputan

itu juga sebagai salah satu bentuk kon-

trol dari masyarakat kepada proses

jalannya persidangan. Sehingga bisa

dikatakan, pelarangan dengan peratur-

an Lembaga Tertinggi Bidang Hukum

di Indonesia yakni Mahkamah Agung

itu, melanggar prinsip yang dianut da-

lam setiap persidangan badan peradilan

di Indonesia. 

Juru bicara MA menjelaskan bahwa :

“Peraturan yang diterbitkan itu bukan

untuk membatasi prinsip transparansi.

Melainkan lebih merupakan sebuah

perangkat/pengaturan untuk mewujud-

kan peradilan yang berwibawa dan

pengamanan aparat pengadilan yang

bersidang serta pihak-pihak lain yang

berkepentingan termasuk para jurnalis

tentunya merasa aman, berada diling-

kungan pengadilan.”. Pertanyaan yang

muncul, apakah hanya untuk menjaga

kewibawaan dan rasa aman lembaga

peradilan, persidangan harus dibuat

aturan sedemikian itu?

Perilaku Wartawan

Tidak diingkari, gaya dan perilaku

wartawan sendiri juga kadang terkesan

tidak menghormati lembaga peradilan.

Mulai performance dengan berpakaian

yang seenaknya atau tidak sopan :

bersandal jepit atau berpakaian lusuh

dan sebagainya. Belum lagi berita yang

dibuat terkadang seperti sudah meng-

hakimi. Akibatnya muncul kesan di

masyarakat hakim telah tidak bertin-

dak secara adil. Padahal perkara

masih berjalan dan putusan belum

dijatuhkan. 

Belum lagi penggunaan bahasa

hukum yang kadang tidak sesuai.

Sebab  masih ada wartawan yang ti-

dak bisa membedakan antara

Putusan Bebas (vrisjpraak) dengan

Putusan Tidak Dapat Diterima (niet

onslagh van verfolging/N.O). Arti ke-

dua istilah itu secara substansial sa-

ngat berbeda. Belum lagi beberapa is-

tilah hukum lain.

Tidak dapat dipungkiri,  tidak se-

mua wartawan hukum itu berlatar

belakang pendidikan ilmu hukum.

Dengan keadaan sedemikian itu per-

lu kiranya dicari jalan ke luar terbaik

yang bisa saling menguntungkan,

baik bagi pengadilan, para pihak yang

berperkara, bagi wartawan sendiri

maupun bagi masyarakat yang sangat

membutuhkan informasi. ❑

*) Dr Achiel Suyanto, pengacara,

Anggota Kehormatan PWI-DIY

Achiel SuyantoMengapresiasi ÕEmbusan NafasÕ dari UGM
SEBUAH kabar gembira diperoleh

dari Yogyakarta. Di tengah keprihatinan

meledaknya kasus Covid-19 di DIY,

Universitas Gadjah Mada (UGM)

mengabarkan bila karya inovasi para

ahli UGM akhirnya mengantongi izin

edar Kementerian Kesehatan RI.

Bahkan GeNose C19 hasil produksi

massal batch pertama, segera akan

didistribusikan. Meski baru 100 unit.

Kabar gembira lain, GeNose C19

menurut Ketua Tim Pengembangan

Prof Kuwat Triyana akan membuat bia-

ya tes lebih murah hanya Rp 15.000 Ð

Rp 25.000. Sementara hasil tes sangat

cepat, sekitar 2 menit. Serta tidak

memerlukan reagen atau bahan kimia

lain. Sedang  pengambilan sampel tes

berupa embusan nafas. (KR, 27/12).

Alat embusan nafas pendeteksi

Covid-19 ini udah melalui uji diagnostik.

Desain uji diagnostik berupa cross sec-

tional dan triple blinded. Sedang rekrut-

men subjek adalah multicenter consecu-

tive sampling hingga tercapai jumlah

sampel berimbang antara kelompok

positif Covid-19 dan negative Covid-19.

Pada laman UGM disebutkan, awal pe-

nerapan GeNose C19 difungsikan seba-

gai alat screening Covid-19. Sambil

dievaluasi akurasi, sensitivitas dan spe-

sifitasnya, dapat ditingkatkan menjadi

alat diagnostik Covid-19 yang dise-

tarakan dengan swab/PCR.

Berdasar hasil validasi sementara,

alat deteksi Covid-19 ini memiliki akurasi

di atas 90%. Menristek Bambang Bro-

djonegoro dalam roadshow Laborato-

rium Mobile BSL-2 varian bus di UGM

menyebut bila GeNose adalah alat non

invasive dan menggunakan kecerdasan

buatan dalam menganalisis keberadaan

Covid-19. Artinya, GeNose bisa dipakai

sebagai alat deteksi mencegah penye-

baran Covid-19.

Tentu apresiasi dan acungan jempol

layak  dan perlu diberikan pada  Tim

UGM yang memulai kerja keras be-

berapa hari setelah diketemukan kasus

Covid-19 pertama, Maret silam. Dan du-

kungan banyak pihak sangat luar biasa.

Termasuk kemudian menyelesaikan

dokumen pengurusan hak paten dan

pelbagai dokumen yang diperlukan.

Mulai dokumen uji alatas, uji diagnostik,

izin edar dan lainnya.

Kita bisa! Ternyata memang kita bisa

dan karya anak bangsa ini tidak kalah

dengan yang di luar sana, telah ditun-

jukkan dari Kampus Biru, Yogyakarta.

Namun demikian, kita tidak boleh ber-

henti sampai di sini saja. Perlindungan

terhadap karya anak bangsa ini tetap

harus jelas dan tegas. Sementara,

penghargaan kepada para kreator dan

inovator ini juga harus ada. Cukup ba-

nyak pelajaran ÔhilangnyaÕ tunas bangsa

karena kurangnya penghargaan di

negerinya sendiri.

Ke luarnya izin edar Kemenkes, tidak-

lah membuat berakhirnya  tantangan

GeNose, setelah tinggal landas. Terbatas-

nya produksi yang siap luncur tidak lepas

dari modal awal penyertaan produksi di

batch pertama. Meski kini untuk mewujud-

kan produksi secara massal, telah ada li-

ma perusahaan yang siap mendukung-

nya. Sehingga diharapkan akhir Februari

bisa diproduksi 10.000 unit.

Inilah kontribusi nyata UGM dalam

penanganan pandemi yang dikibarkan

masih dalam bulan Dies ke-71. Dan ini-

lah kemitraan strategis universitas, pe-

merintah, industrI dan masyarakat yang

nyata. Kemitraan dengan harapan,  pe-

nyelesaian persoalan kesehatan dan

menghidupkan roda perekonomian bisa

berjalan seiring sejalan. 

Ini bukan hanya kebanggaan UGM.

Namun karya inovatif ini adalah persem-

bahan UGM untuk bangsa. Melengkapi

pengakuan bahwa  salah seorang guru

besar termasuk 10 besar ilmuwan ber-

pengaruh dunia. ❑

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengirim-

kan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat.

Selanjutnya redaksi hanya menerima

tulisan lewat email : opinikr@gmail.com de-

ngan panjang tulisan antara 535  - 575 kata,

dengan mengisi subjek mengenai isu yang

ditulis serta jangan lupa menampilkan foto-

copy identitas. Terimakasih. 
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Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto

SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. 

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih,  Kepala Biro : Drs M Thoha. 

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd  Kepala Biro :  Asrul Sani. 

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562.  Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan  - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.


